
SEKRETARIAT DPRD 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

 

RENCANA KERJA 
(RENJA) 

 

TAHUN 2022 



Rencana Kerja Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                        
Sekretariat  DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Halaman | 1  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

  Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diwajibkan menyusun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah untuk Tahun 2022. Perumusan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2022 mengakomodir program-program yang ada di OPD, dengan demikian Sekretariat 

DPRD sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk 

tahun 2022 diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja OPD.  

  Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara memuat 

rencana program dan kegiatan untuk Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

Sekretariat DPRD. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 

2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. 

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara ini akan dijadikan sebagai acuan 

dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 

2022.  
 

1.2. Landasan Hukum 

  Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi 

Sumatera Utara  Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah;  
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2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

5. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolan Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan 

Administratif   Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, 

dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 

2025; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023; 
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13. Peraturan  Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang  

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Utara. 
 

1.3. Maksud dan Tujuan  

 1.3.1 Maksud 

  Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan 

fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat lebih 

mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka 

perwujudan Good Governance untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah 

ditetapkan untuk satu tahun kedepan sebagai implementasi visi dan misi Rencana 

Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. 

 1.3.2 Tujuan 

  Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 

Utara disusun dengan tujuan :  

a. Terwujudnya fasilitas administrasi yang optimal kepada DPRD Provinsi Sumatera 

Utara dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

b. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan DPRD dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya. 

c. Untuk menetapkan skala prioritas program/kegiatan sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas program/kegiatan. 

d. Peningkatan kinerja ASN Sekretariat DPRD dalam upaya mendukung 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang maju dan 

bermartabat. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 

yaitu: 
 

BAB I : PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang  

1.2. Landasan hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD   

   PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2020  dan Capaian Renstra 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

2.4. Review Terhadap Rancangan  RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

3.3. Program dan Kegiatan 

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dilengkapi dengan pendanaan 

BAB V : PENUTUP 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD   

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020 
 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD Tahun 2020  dan Capaian Renstra  
       Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 
  
 Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi 

pemerintah dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, 

telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang telah direncanakan. Atas dasar 

evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya rencana 

kerja dan kebijakan / tindakan yang diperlukan untuk mengatasi faktor – faktor tersebut.  

 Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

¨ Anggaran Tahun 2020 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar           

Rp. 314.379.708.692,48. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 264.825.807.354,00 

dengan capaian kinerja keuangan sebesar 84,24 %. 

¨ Adapun target maupun capaian kinerja dan realisasi anggaran program/kegiatan yang 

tercantum dalam Renja Tahun 2020 dan Setelah Perubahan APBD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2020 adalah : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

 Pagu program tersebut sebesar Rp. 25.995.201.355,28,- terealisasi sebesar 

Rp.22.511.656.049,- dengan target kinerja sebesar 100% dan teralisasi sebesar 86,60 % . 

 Rendahnya realisasi program Pelayanan Administrasi Perkantoran terutama pada 

kegiatan Biaya Premi Asuransi Kesehatan Dewan (9,88%) dan Biaya Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (31,91%). Hal ini terutama disebabkan kurangnya koordinasi antara 

bagian program dan perlengkapan sehingga data kendaraan yang harus dibayar pajaknya 

tidak terupdate.  

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.12.511.734.100,- dan terealisasi sebesar 

Rp.6.632.845.015,-   dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 53,01%. 
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 Rendahnya realisasi program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah 

sebagai akibat tidak terealisasinya Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Studio dan 

Audio (Videtron) untuk Ruang Rapat Paripurna DPRD karena terbatasnya waktu 

pengadaan (Kegiatan ini dianggarkan di P-APBD Tahun 2020). 

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.2.227.580.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.2.004.042.800,- dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 89,97%. 

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.45.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.14.700.000,- 

dengan target kinerja sebesar 100 % dan realisasi sebesar 32,67. 

 Rendahnya realisasi pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur adalah 

sebagai akibat Pandemi Covid – 19 sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya 

Kegiatan Senam / Olahraga di kantor. 

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  

 Pagu program tersebut sebesar Rp.438.960.000,- dan terealisasi sebesar 

Rp.401.052.201,- dengan target kinerja sebesar 100% dan terealisasi sebesar 91,36%,-  

6. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.185.365.000,- dan terealisasi sebesar Rp.66.300.000,-  

dengan target kinerja 1 Tahun dan teralisasi sebesar 35,77%. 

 Rendahnya realiasasi Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi adalah karena 

tingkat aktivitas Dewan yang menurun sehingga Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi 

pada Program ini juga menurun. 

7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.706.930.500,- dan terealisasi sebesar 

Rp.322.500.000,- dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 45,62% . 

 Beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya capaian realisasi Program 

Penataan Peraturan Perundang-undangan antara lain : 

- Transisi antar periode dan pengangkatan formasi Alat Kelengkapan DPRD SU 

Periode 2019 – 2020 baru dilakukan bulan November 2019 sehingga pembahasan 

Propemperda membutuhkan waktu yang lebih lama. Propemperda 2020 disahkan 

pada tanggal 4 Februari 2020. 
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- Pandemi Covid – 19 pada bulan Maret 2020 menyebabkan penghentian semua 

kegiatan di pengkajian dan pem bahasan BAPEMPERDA, dan baru dilanjutkan 

Kembali pada bulan Juli 2020 sehingga waktu untuk mengejar pembahasan usulan 

Propemperda sangat sempit. 

8. Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik  

 Pagu program tersebut sebesar Rp.164.825.333.137,- dan terealisasi sebesar 

Rp.131.745.342.175,-  dengan target kinerja sebesar 100% dan teralisasi sebesar 79,93%. 

 Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik mencakup kegiatan – 

kegiatan DPRD, antara lain Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Rapat Paripurna, Reses, 

dan Pelaksanaan Kunjungan Kerja DPRD sehingga akibat kondisi Pandemi Covid- 19 

rangkaian kegiatan – kegiatan ini dikurangi intensitasnya sehingga menyebabkan 

rendahnya capaian realisasi program.  

9. Program Peningkatan Pelayanan Persidangan dan Risalah 

 Pagu program tersebut sebesar Rp.136.500.000,- dan terealisasi sebesar  Rp.80.000.000,-  

dengan target kinerja 100% dan terealisasi sebesar 58,61%. 
 

 Secara kumulatif pada tahun 2020 untuk Belanja Tidak Langsung capaian kinerja 

mencapai 100% dengan serapan dana 94,17% dari anggaran Belanja Tidak Langsung. 

Sedangkan capaian serapan dana untuk Biaya Langsung Rp 163.778.438.240,- atau 

79,09%. 

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat 

pada tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 

(terlampir). 
 

2.2.  Analisis Kinerja Pelayanan  Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  menyebutkan 

bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan 

tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya 

sesuai dengan kebutuhan. 
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Bentuk organisasi dan kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, 

diatur pada  Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tugas dan 

Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana  diatur pada Peraturan Gubernur Sumatera 

Utara Nomor 17 Tahun 2020, yaitu : 

1. Tugas 

 Adapun tugas yang diemban Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana 

yang telah diatur dan ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu : menyelenggarakan 

administrasi kesekretariatan dan keuangan, pemberian dukungan terhadap pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan pengoordinasian staf ahli DPRD.  

2. Fungsi 

 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 

c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli DPRD; 

e. Penyelenggaraan program kerja Sekretariat DPRD;  

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan DPRD dan Gubernur terkait 

dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. 
 

 Penilaian kinerja pelayanan organisasi di Sekretariat DPRD dilaksanakan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi, yaitu melakukan analisis terhadap kegiatan-kegiatan 

organisasi pada tahun anggaran sebelumnya sebagai ukuran keberhasilan ataupun 

kegagalan suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Penilaian tersebut dapat juga 

dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. Dalam 

institusi pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kualitas, 

kuantitas dan efisien pelayanan, memotivasi para birokrat pelaksana, melakukan 

penyesuaian anggaran, dan  
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mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani dan 

menuntun perbaikan dalam pelayanan publik.   

 Jenis Pelayanan yang dapat diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan 

rapat-rapat DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat 

pada tabel 2.2 (terlampir). 
 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi  

Sumatera Utara. 

 Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, 

peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud 

berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang 

terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan 

(threath).  

 Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang 

sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, 

dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor 

kunci keberhasilan tersebut.  

 Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhi di lingkungan 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara antara lain : 

A.  Faktor Internal 

a. Kompetensi SDM Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal 

b. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka   

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. 

c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana  teknologi informasi yang tersedia 

 



Rencana Kerja Tahun 2022                                                                                                                                                                                                                        
Sekretariat  DPRD Provinsi Sumatera Utara 

 

Halaman | 10  
 

B. Faktor Eksternal 

a. Dinamika kegiatan Dewan yang begitu dinamis 

b. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus 

diikuti dengan peningkatan aksesibilitas. 

c. Munculnya peraturan – peraturan baru sehingga harus dilaksanakan penyesuaian 

dan perubahan.  

d. Masih adanya opini terhadap institusi Sekretariat DPRD sebagai organisasi yang 

inferior.  
 

 Sekretariat DPRD dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, 

peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi perkembangan 

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. 

 Adapun hal-hal yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Utara : 

1. Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD; 

2. Optimalisasi ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka mendukung 

pelaksanaan  tugas dan fungsi DPRD; 

3. Penyampaian Naskah Akademik serta Ranperda sering terlambat dan tidak terprogram; 

4. Pengajuan Prolegda belum memuat penjelasan dan atau keterangan menyangkut 

Ranperda yang diusulkan; 

5. Hasil kegiatan reses berupa aspirasi masyarakat belum seluruhnya teralokasi                            

di APBD Provinsi Sumatera Utara; 

6. Belum optimalnya penyelesaian aspirasi dari masyarakat; 

7. Belum optimalnya pertanggungjawaban keuangan sehingga pelaporan  keuangan juga 

terlambat. 
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2.4.  Review terhadap Rancangan  RKPD 

 Review terhadap Rancangan  RKPD merupakan bahan utama untuk penyempurnaan  

RKPD Tahun 2022, juga merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh 

proses penyusunan RKPD Tahun 2022. Rancangan RKPD Tahun 2022, menginformasikan 

rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas 

pembangunan daerah dan Rencana Kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan 

rancangan pagu indikatif untuk setiap OPD sebagai acuan bagi setiap OPD dalam 

menyiapkan Rencana Kerja OPD Tahun 2022. Rancangan RKPD berfungsi sebagai koridor 

perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Arah kebijakan 

keuangan daerah di dalam Rancangan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 memuat 

indikasi belanja bagi hasil pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, indikasi 

belanja dana dekonsentrasi, indikasi belanja dana sektoral, serta indikasi belanja tugas 

pembantuan pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan kepada pemerintahan desa, 

sedangkan arah kebijakan keuangan daerah dalam Rancangan RKPD Kabupaten/Kota 

memuat indikasi belanja bagi hasil pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa 

serta indikasi bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa. 

Review usulan program dan kegiatan OPD yang dipaduserasikan dengan prioritas 

pembangunan Sumatera Utara Tahun 2022, kajian terhadap RKPD Tahun 2022, analisis isu 

strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para 

pemangku kepentingan yang terkait. 

 Untuk lebih rinci terkait Review tersebut diatas pada  Tabel 2.3 Review terhadap 

Rancangan  RKPD Provinsi Sumatera Utara pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2022 (terlampir). 
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2.5.   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

 Dalam penyusunan program/kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

Tahun 2022, tidak ada usulan masyarakat karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD 

Provinsi Sumatera Utara tidak berkaitan/berhubungan langsung dengan masyarakat.  

 Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan 

umum, administrasi/kesekretariatan, administrasi keuangan, persidangan dan risalah, 

informasi, protokol, hukum dan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi DPRD dan menyediakan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD 

sesuai kemampuan Keuangan Daerah. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi 

Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (transformasi ekonomi yang 

didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, Infrastrukur, 

transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber 

daya manusia), yaitu : 

1. Pembangunan SDM 

 Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. 

2. Pembangunan Infrastruktur 

 Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi 

dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak 

lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. 

3. Penyederhanaan Regulasi 

 Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama 

menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU 

Pemberdayaan UMKM. 

4. Penyederhaan Birokrasi 

 Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan 

birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. 

5. Transformasi Ekonomi 

 Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing 

manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran 

bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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Tujuan pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas manusia, menurunkan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran, berkurangnya kesenjangan pendapatan dan wilayah, serta terjaganya 

keberlanjutan lingkungan dan stabilitas ekonomi, guna pencapaian Pembangunan Yang 

Berkualitas dengan sasaran sampai tahun 2024 sebagai berikut : 

a. Tingkat Kemiskinan 6,0-7,0 % 

b. Pertumbuhan Ekonomi 6,0 % 

c. Gini Rasio 0,360-0,374 % 

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,6- 4,3 % 

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,54 

f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 27,3% 

Reformasi menuntut perubahan paradigma dalam tatanan Pemerintahan. Kegiatan 

Pemerintahan yang senantiasa dapat diakomodasikan kedalam perubahan kebutuhan 

masyarakat sehingga administrasi publik dapat ditata kembali. Oleh sebab itu dibutuhkan 

pemikiran untuk memberdayakan fungsi publik agar sesuai dengan perkembangan ekonomi 

politik, sosial dan budaya sehingga mendorong kepemerintahan yang baik (good 

governance). 

 Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu   5 (lima) tahun 
sesuai perencanaan strategis dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya baik 
melalui APBN/APBD maupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat. Sejauh 
mungkin diidentifikasi pula berbagai program ataupun kegiatan yang merupakan peran 
serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah, serta 
kinerjanya.  

 Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan 
instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah 
ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut 
perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan 
benar-benar dapat dilaksanakan.  
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

 Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaran tugas 

dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, dalam hal ini 

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. Adapun tujuan yang ingin dicapai Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah : 

“ Meningkatkan Kepuasan Atas Fasilitasi Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara”. 

 Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam 

rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran 

adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun 

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya 

(targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 

tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam 

rencana strategis.  

Adapun sasaran yang ingin dicapai pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara adalah:  

1. Meningkatnya kepuasan atas fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 

Provinsi Sumatera Utara. 
 

3.3.  Program dan Kegiatan 

Program Prioritas Nasional merupakan acuan dalam penentuan prioritas 

pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam program prioritas 

pembangunan Sumatera Utara.  

Program prioritas tersebut merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2022, program pembangunan yang terukur ditunjukan oleh indikator 

dan target sasaran yang jelas. Program RKPD Provsu tahun 2022 inilah yang menjadi 

pedoman bagi OPD dalam menentukan program dan kegiatan untuk mendukung program 

pembangunan Provinsi Sumatera Utara. 

 Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam  rencana strategis kemudian 

dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan,  
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indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum 

mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam  

bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisi antara tujuan, sasaran, dan strategi Rencana 

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif. 

  Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 

Anggaran 2022 terdiri dari 2 program, 14 kegiatan dan 38 sub kegiatan, seperti tertera pada 

tabel 3.1 (terlampir).    
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BAB  IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
 

4.1 Rencana Program dan Kegiatan 

  Rencana kerja dan pendanaan berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang 

dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi 

Sumatera Utara dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas 

perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan 

pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. 

  Program dan kegiatan yang disusun Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 

berdasarkan prioritas sesuai tujuan dan sasaran. Dengan program dan kegiatan ini 

diharapkan Sekretariat DPRD mampu memberikan fasilitasi kepada Pimpinan dan Anggota 

DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  

 Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera 

Utara Tahun Anggaran 2022.  

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan dan sub kegiatan 

sebagai  berikut :  

1.1.   Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

1.1.1.   Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  

1.1.2.    Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 

1.1.3.    Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  

1.2.   Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

1.2.1.  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  

1.2.2.  Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

1.2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

1.2.4.  Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 
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1.3.   Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  

1.3.1.   Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya  

1.3.2.   Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi  

1.3.3.   Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan  

1.4.   Administrasi Umum Perangkat Daerah  

1.4.1.  Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  

1.4.2.   Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  

1.4.3.   Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

1.4.4.   Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

1.4.5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

1.4.7.   Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

1.5.   Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

1.5.1.   Pengadaan Mebel 

1.5.2.  Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  

1.6.   Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

1.6.1.  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik  

1.6.2.  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  

1.7.   Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

1.7.1.   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan  Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
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1.7.2.   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan  

1.7.3.   Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  

1.8.   Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 

1.8.1.  Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 

1.8.2.  Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD  

1.8.3.  Pelaksanaan Medical Chek-up  

1.9.   Layanan Administrasi DPRD 

1.9.1. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  

2) Program Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD, dengan kegiatan sebagai 
berikut :  

2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  

2.1.1.   Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  

2.1.2. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 

2.4.  Peningkatan Kapasitas DPRD  

2.4.2.  Bimbingan Teknis DPRD 

2.4.3.  Publikasi dan Dokumentasi Dewan 

2.4.4.  Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  

2.4.7.  Penyusunan Program Kerja DPRD  

2.5.   Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat  

2.5.1.  Kunjungan Kerja Dalam Daerah 

2.5.2.  Pelaksanaan Reses  

2.7.   Pembahasan Kerjasama Daerah 
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2.7.1.  Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi  

2.8.   Fasilitasi Tugas DPRD 

2.8.1.  Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan tugas DPRD  

2.8.2.  Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 
 

4.2. Pendanaan Indikatif 

 Program dan kegiatan yang telah direncanakan di atas tidak dapat dijalankan secara 

optimal manakala tidak tersedianya dana. Dengan demikian, sumber pendanaan bagi 

terselenggaranya program dan kegiatan harus juga ditentukan. Secara umum, sumber 

pendanaan dalam rangka pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Sekretariat 

DPRD Provinsi Sumatera Utara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Provinsi Sumatera Utara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












































